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Salinan
PERATURAN BUPATI BOJONEQORO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANIBABI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAB PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

Mcnimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan tcknis opcrnsional
yang tidak terakomodir dalam Tupoksl Dinas serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bojoncgoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaicn Bojoncgoro, perlu
menctapkan  Peraturan Bupati  tentang = Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tcknis Dacrah pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojoncgoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kabupaten/Kota Dalam '
Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara {
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana
tclah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaron Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambashan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tohun 2015 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2015 Nomor SB, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pcmerintah Nomoar 18 Tahun 2016 tentang
Pcrangkat Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor
120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

9, Peraluran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomr 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojoncgoro Tahun 2016 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupad ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupatcn Bojonegoro.

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Pcrangkal Dnocrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah delam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Dacrah.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pclaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.

8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.

10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
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(2) UPTD ecbognimana dimoksud podo ayal (1) melipud UFTD Satunn
Pendidikan.

Pusal 3

Satunn Pendidikan scbagmmona dimnksud dalom Pasal 2 ayol (2) terdin dari
Taman Kanak-kanok [TK), Sckolnh Daosar (3D), dao Sckoloh Menengnh
Pertamn (SMP).

Pasnl 4

Satuan Pendidikon Taman Kannk-konok (TK) seboagaimann dimnksud dalam
Pasol 3 terdiri dari :
a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamalon Balen terdini dari :
TK Negeri Pembina Balen
b. Tamon Kanak-kanek (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri darl :
TK Negeri Pembinn Bojoncgoro
c. Taman Knnak-kanak (TK) di Kecamalnn Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosart
d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kccamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Modcl Terpadu Bojonegoro

Posal 5

Satuan Pendidilkan Sekolanh Dasar (SD) scbagaimana dirmnaksud dolom Paosal 3
terdiri dari :

a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dard :
SD Ncgeri Balenrejo;

SD Negceri Bulaklo;

SD Negeri Bulu I;

SD Negeri Bulu IJ;

SD Negeri Kabunan,;

SD Negeri Kedungboendo I;

SD Negeri Kedungbondo I11;

SD Ncgeri Kedungdowo II;
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SD Negeri Kemamang;
. SD Negeri Kenep [J;
. SD Negeri Lenglong;
. SD Negeri Margomulyo I;
. 8D Negeri Margomulyo II;
SD Negeri Mayangkawis I;
. 8D Negeri Mayangkawis II;
SD Negeri Mulyoagung;
SD Negeri Mulyorejo T;
SD Negeri Mulyorcjo 11;
. SD Negeri Ngadiluhur [;
. SD Negeri Ngadiluhur II;
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8D Neger| Mllde)

8D Negerl Mrojore)o)

8D Negorl Npandu 1,

aD Nrpeyl Nprandu I
8D Negerl Praymng 1;

8D Negerl Panjang 1

8D Negerl Panjang U1,
83D Negerl Pejole 1

8D Negeri Pojok 1,

8D Nepgerl Sldomulyo 1;
3D Negrri Sidomulyo 11,
8D Neperi Sidorejo 1;

SD Negeri Sidorejo 1

3D Negeri Tlogongung [}
SD Negori Tlopongung [1;
8D Ncgeri Tondomulo 1,
8D Negerl Tondomudo 11;
8D Negeri Tondomulo 111}
8D Negerl Tondomulo 1V;
8D Negerl Tumbrasanom.

Beokolah Dasar (SD) dl Kecamatan Kepohbaru terdlrl darl ¢

21,
22,
23.
24,

SD Ncgeri Balongdowo;
8D Nogeri Bayemgede IT;
SD Negeri Betat;

8D Negerl Brangkol T;
SD Negeri Brangleal [1;
SD Negerl Bumirejo;

8D Negerl Cengldr 1;

aD Noporl dipo |,

SD Negerl Korangan;
SD Negerl Kepoh 1;

SD Negeri Kepols [I;

SD Nogerl Kranghong [;
8D Negeri Kranglcong I1;
SD Negeri Mojosari;

SD Ncgerl Nglumber [;
SD Negerd Nglumbor IT;
SD Negerl Pejok 1:

SD Negeri Pojol II;

SD Negeri Pejok I11;

SD Negerl Pohwates I;
8D Negeri Sidomulkli I;
SD Negeri Sidomuletd T
8D Nogeri 8imorgjo I;
SD Negeri Sugihwaras;
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10. Eoordinator Wilayah Kecamalen Bultosewru,
11. Eoordinaior Wilayah Kecamalan Trocult,

12. Roordinalor Wllayeh Kecamalan blaic,

13. Ecordinalor Wilayah Kecamalan Kalllido;

14 EKoordinalor Wileyah Recamalan Dantler;

15. Koordinaior Wllayah Kecamaian Padangan;
16. Koordlnator Wilayah Kecamatan Purzosari,
17. EKoordinator Wilayah Kecamaian Kasiman;
18. Keordinalor Wilayah Kecamatan Kedewan,
19. Koordinator Wilayah Kecamalan Rgasem,

20. Kcordinator Wilayah Kecamatan Bgambon,
21. Eoordinator Wilayah Kecamalan Tambalaejo,
22. Rcordinator Wilayah Kecamatan Rgrahao;

23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Roordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Roordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupat ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro
Romor BO Tahun 2016 tentang Pembentukan Unli Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) burul a,
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabul, memerintabkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannys dalam Berila Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan dl Bojonegoro
pada tanggal 10 Jumt 2019

'ATI BOJOREGORO,

. : DR. H]. ARRA MU'AWANAH
Diundangkan dl Bojonegoro

pada tanggal 10 Juni 2019

P]. BEKRETARIS Dw BOJONEGORO

YAYAR ROIIMAR, A.P., M.M.
BERITA DAERAH EABUPATER BOJOREGORO TAHUR 2019 HOMOR 23.
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SMP Negeri 2 Purwosari;

SMP Negeri 1 Sugihwaras;

SMP Negeri 2 Sugihwaras.

SMP Negeri 1 Sukosewu;

SMP Negeri 1 Sumberrejo;

SMP Negeri 2 Sumberrejo;

SMP Negeri 3 Sumberrejo;

SMP Negeri 1 Tambakrcjo;

SMP Negeri 2 Tambakrejo;

SMP Negeri 1 Temayang;

SMP Negeri 1 Trucuk;

SMP Negeri | Sekar;

SMP Negeri 1 Gayam;

SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;

SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;

SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;

SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
SMP Negeri Satu Atap Turi Tambalkrejo.

BAB IIT
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7
UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang
kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanalkan,
melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi
pelaksanan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas
Pendidikan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
a. Kepala Sekolah;
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b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sckolah Menengah Pertama
(SMP) terdiri dari :
c. Kepala Sekolah;
d. Sub Bagian Tata Usaha;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
a. LampiranI : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan
Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
b. Lampiran [ : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP),
yang merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
mempunyai tugas ;

melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;

melaksanakan manajemen berbasis sekolah;

mclaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
mengembangkan kelembagaan;

mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

@ me AR op

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
secara vertikal maupun horizontal.

(2) Kepala Sckolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usahe masing-masing
bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi
penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikut dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
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BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan
administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta
pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing
wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang
pendidikan.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-
masing kecamatan.

(3] Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
pengawas sekolah, disamping tugasnya scbagai pejabat fungsional atau
dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas,

(4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala
Dinas Pendidikan.

Pasal 12

(1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1)
mempunyai fungsi:
a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik
dan tenaga kependidikan;
c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah;
dan
e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan
dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan
beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1)
terdiri dari :

Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEQORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA SEKOLAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

= GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya DR. Hj. ANNA MU’ AWANAH
Pj. SEKRETARIS DAE KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMARN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NTD 1074n4N2 100402 1 NNR
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

KOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGCANISASI DAN
TATA KERJA TUNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENOAH PERTAMA (SMP)

KEPALA SEKOLAH
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
= GARIS KOMANDO
BUPATI BOJOREGORO,
ttd.

DR. Hj. ANNA MU’ AWANAH
Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. BEKRETARIS DAE EABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003
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